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Abstract 

 
Indonesia's presidential threshold, which requires the support of 20% of the House of 
Representatives seats or 25% of the national vote, has limited the choice of presidential 
candidates in the 2014-2024 elections, triggering transactional politics and a drop in the V-
Dem democracy index from 79 to 87. The Constitutional Court's Decision Number 62/PUU-
XXII/2024 which abolished this threshold triggered a debate on its constitutionality against 
the 1945 Constitution, democratic principles, and presidential stability. The purpose of this 
study is to examine the constitutionality of the decision and recommend electoral law reform 
for inclusivity without  political fragmentation. The normative juridical method is used with 
legislative, conceptual (democracy, political rights), and case approaches (related 
Constitutional Court decisions), through a literature study of primary data (legal norms, 
decisions) and secondary (literature) data. The results of the study show that the 
constitutional Constitutional Court's decision is based on the open legal policy of the House of 
Representatives, expanding candidate participation, reducing transactionalism, and 
harmonizing citizens' political rights, despite the risk of fragmentation; recommended an 
adaptive threshold of 10-15% of the current national vote for the balance of presidential 
stability and multiparty democracy. 
 
Keywords : Constitutionality, Presidential Threshold, Constitutional Court. 

 
Abstrak 

 
Presidential threshold di Indonesia, yang mensyaratkan dukungan 20% kursi DPR atau 
25% suara nasional, telah membatasi pilihan calon presiden pada Pemilu 2014-2024, 
memicu politik transaksional dan penurunan indeks demokrasi V-Dem dari 79 ke 87. 
Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan threshold ini memicu 
perdebatan konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945, asas demokrasi, dan stabilitas 
presidensial. Tujuan penelitian ini adalah menguji konstitusionalitas putusan tersebut serta 
merekomendasikan reformasi hukum pemilu untuk inklusivitas tanpa fragmentasi politik. 
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Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual 
(demokrasi, hak politik), dan kasus (putusan MK terkait), melalui studi pustaka data primer 
(norma hukum, putusan) dan sekunder (literatur). Hasil penelitian menunjukkan putusan 
MK konstitusional berdasarkan open legal policy DPR, memperluas partisipasi calon, 
mengurangi transaksionalisme, dan selaras hak politik warga, meski berisiko fragmentasi; 
direkomendasikan threshold adaptif 10-15% suara nasional terkini untuk keseimbangan 
stabilitas presidensial dan demokrasi multipartai. 
 
Kata Kunci : Konstitusionalitas, Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi. 
 

A. Pendahuluan  

Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden di Indonesia 

telah menjadi isu krusial dalam dinamika demokrasi elektoral, khususnya 

menjelang Pemilu 2024. Fakta sosial menunjukkan bahwa ketentuan ini, yang 

mensyaratkan dukungan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, 

telah membatasi pilihan calon presiden dan wakil presiden, sehingga hanya dua 

pasangan calon yang muncul pada Pemilu 2014 dan 2019 (Cahyono dkk., 2023). Hal 

ini memicu praktik politik transaksional antarpartai, di mana koalisi dibentuk 

bukan atas dasar ideologi, melainkan kepentingan pragmatis, yang berpotensi 

menurunkan kualitas demokrasi (Soeoed, 2023). Selain itu, V-Dem Democracy 

Index 2024 mencatat penurunan peringkat demokrasi Indonesia dari 79 menjadi 

87, mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap sistem yang dianggap oligarkis. 

Sistem pemerintahan presidensial yang menekankan efektivitas eksekutif 

melalui dukungan legislatif yang kuat. Presidential threshold dirancang untuk 

memastikan calon presiden memiliki basis dukungan luas, sebagaimana 

diamanatkan amandemen UUD 1945 yang menegaskan sistem presidensial murni 

(Soeoed, 2023). Konsep ini bertujuan mencegah fragmentasi politik dan 

memperkuat stabilitas pemerintahan pasca-pemilu serentak, di mana ambang batas 

pencalonan dibedakan dari ambang kemenangan sebagaimana Pasal 6 ayat UUD 

1945 (Pratama & Riwanto, t.t.). 

Konstitusionalitas, yang diuji melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. 

MK telah berulang kali menyatakan presidential threshold tidak bertentangan 

dengan UUD 1945, seperti dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan 52/PUU-

XX/2022, karena merupakan kebijakan legislatif dalam ruang open legal policy DPR 

(Setiawan, 2023). Namun, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang 

menghapuskan presidential threshold memicu perdebatan baru mengenai 

kesesuaiannya dengan asas proporsionalitas dan hak politik warga negara (Della 

Nasution dkk., 2024). 

Beberapa literatur penelitian mengenai pengaturan ambang batas pencalonan 

presiden menurut putusan MK 2022-2023, yang menyimpulkan bahwa norma ini 
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tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, sehingga membuka ruang 

interpretasi (Soeoed, 2023). Penelitian oleh Cahyono dkk. secara kritis menyoroti 

penerapan presidential threshold pada Pemilu 2024 sebagai penghambat prinsip 

jujur dan adil, karena menekan partisipasi partai kecil (Cahyono dkk., 2023). 

Pratama dan Riwanto membahas implikasi Putusan MK 53/PUU-XV/2017 terhadap 

demokrasi, di mana threshold memperlemah kompetisi elektoral (Pratama & 

Riwanto, t.t.). Kemudian Setiawan, menguraikan politik hukum presidential 

threshold 20% dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, yang sering digugat namun tetap 

konstitusional karena mendukung stabilitas presidensial (Setiawan, 2023).  Dan 

Nasution dkk. menganalisis asas legalitas substansial terhadap putusan MK terkait 

Pemilu 2024, menyoroti efek domino threshold terhadap perselisihan hasil pemilu 

(Nasution et al., 2024). Sedangkan Gustiawan dkk., yang mengeksplorasi sentimen 

publik terhadap threshold sebagai penghalang hak memilih pemimpin idaman 

(Gustiawan dkk., 2023). 

Tujuan penelitian ini adalah menakar konstitusionalitas Putusan MK Nomor 

62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold, dengan menguji 

kesesuaiannya terhadap UUD 1945, khususnya asas demokrasi dan hak politik. 

Penelitian bertujuan memberikan rekomendasi reformasi hukum pemilu untuk 

meningkatkan inklusivitas tanpa mengorbankan stabilitas sistem presidensial. 

Argumen penelitian mendukung bahwa penghapusan presidential threshold 

oleh Putusan 62/PUU-XXII/2024 dapat memperluas demokrasi dengan 

memungkinkan lebih banyak calon, mengurangi transaksionalisme, dan sesuai 

dengan hak konstitusional warga. Namun, argumen kontra menekankan risiko 

fragmentasi politik dan lemahnya dukungan legislatif bagi presiden terpilih, 

sebagaimana dibahas dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini mengusulkan 

keseimbangan melalui threshold adaptif berbasis suara nasional terkini. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bertujuan menganalisis 

konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait 

penghapusan presidential threshold terhadap UUD 1945, sebagaimana pendekatan 

doktrinal dalam studi ambang batas pencalonan presiden (Soeoed, 2023). 

Pendekatan utama mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

untuk mengkaji UUD 1945 Pasal 6, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan 

putusan MK terkait; pendekatan konseptual untuk memahami asas demokrasi, hak 

politik, dan stabilitas presidensial; serta pendekatan kasus untuk menelaah Putusan 

MK Nomor 53/PUU-XV/2017, 52/PUU-XX/2022, dan 62/PUU-XXII/2024 

(Nurhidayat dkk., 2025). Sumber data primer meliputi norma hukum mengikat 
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seperti UUD 1945, putusan MK, dan undang-undang pemilu; sementara sumber data 

sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum tata negara 

terkait presidential threshold (Dewi dkk., 2020). 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan mengumpul, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum 

primer serta sekunder dari database akademik, situs resmi MK, dan perpustakaan 

hukum (Ansari dkk., 2023). Analisis data bersifat kualitatif deskriptif-analitis, yakni 

mengolah data secara sistematis, melakukan interpretasi hermeneutik hukum, 

menghubungkan norma satu dengan lainnya, serta menyimpulkan kesesuaian 

putusan dengan asas proporsionalitas dan hak konstitusional warga negara. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 

62/PUU-XXII/2024 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan 

tonggak penting dalam pengujian konstitusionalitas ketentuan presidential 

threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu. Permohonan judicial review diajukan oleh sekelompok partai 

politik kecil dan aktivis hak politik yang mempersoalkan ketentuan ambang batas 

minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebagai syarat pencalonan 

presiden dan wakil presiden. MK dalam putusannya menyatakan ketentuan 

tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 6A ayat dan, serta asas 

proporsionalitas, sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

(Soeoed, 2023). 

Pada pokok permohonan, MK memeriksa apakah presidential threshold masih 

relevan dalam konteks sistem presidensial murni pasca-amandemen UUD 1945. 

Para pemohon berargumen bahwa threshold membatasi hak konstitusional warga 

negara untuk dipilih sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat, Pasal 28D ayat, dan Pasal 

6A UUD 1945, karena hanya memungkinkan partai besar atau koalisi pragmatis 

untuk mencalonkan pasangan calon. MK menyetujui argumen ini dengan menilai 

bahwa ketentuan tersebut telah melebihi ruang open legal policy yang diberikan 

konstitusi kepada legislatif (Haruni, 2022). 

Pertimbangan hukum pertama yang dikemukakan MK adalah ketidaksesuaian 

presidential threshold dengan asas proporsionalitas. MK menerapkan tes 

proporsionalitas yang mencakup legitimasi tujuan, kesesuaian sarana, keharusan, 

dan keseimbangan manfaat-bebas. Meskipun tujuan stabilitas pemerintahan 

presidensial diakui sah, sarana threshold 20-25% dinilai tidak proporsional karena 
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data empiris Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan dominasi dua koalisi besar, yang 

memicu oligarki dan transaksionalisme antarpartai (Andry dkk., 2024). 

Selanjutnya, MK menganalisis hubungan presidential threshold dengan 

kedaulatan rakyat sebagai asas demokrasi konstitusional. Threshold dinyatakan 

menghambat representasi politik yang inklusif, karena partai kecil yang mewakili 

aspirasi daerah tertentu tidak dapat berpartisipasi, melanggar prinsip pemilu 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat UUD 

1945. Hal ini diperkuat oleh penurunan indeks demokrasi Indonesia menurut V-

Dem 2024 (Nasution dkk., 2024). 

MK juga membandingkan presidential threshold dengan nomination 

threshold dan victory threshold. Pasal 6A ayat UUD 1945 secara eksplisit mengatur 

victory threshold (lebih dari 50% suara nasional dan 20% di lebih dari separuh 

provinsi), tetapi tidak untuk nomination threshold, sehingga pembatasan legislatif 

melebihi delegasi konstitusional. Putusan ini menegaskan bahwa UUD 1945 

mendelegasikan pengaturan pencalonan secara proporsional tanpa ambang batas 

rigid (Soeoed, 2023). 

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyoroti evolusi putusan sebelumnya. 

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan 52/PUU-XX/2022 memang menyatakan 

threshold konstitusional sebagai elaborasi open legal policy untuk stabilitas 

presidensial. Namun, MK dalam Putusan 62/PUU-XXII/2024 melakukan pergeseran 

paradigma dengan memprioritaskan perlindungan hak politik atas risiko 

fragmentasi, berdasarkan data faktual bahwa threshold justru memicu koalisi 

pragmatis pasca-pemilu (Pratama & Riwanto, t.t.). 

Aspek dissenting opinion juga dipertimbangkan, di mana sebagian hakim 

berpendapat bahwa penghapusan threshold berpotensi menyebabkan fragmentasi 

politik ekstrem dan melemahkan eksekutif. Namun, mayoritas hakim menolaknya 

dengan argumen bahwa stabilitas dapat dijamin melalui mekanisme koalisi legislatif 

pasca-pemilu, bukan pra-pemilu, sebagaimana praktik presidensial di negara lain 

seperti Brasil dan Meksiko (Andry dkk., 2024). 

Ratio decidendi utama putusan adalah bahwa Pasal 222 UU Pemilu 

bertentangan dengan Pasal 6A ayat UUD 1945 karena membatasi partisipasi partai 

politik secara diskriminatif, melanggar asas persamaan kedudukan (equality before 

the law) dan hak politik warga negara. MK memerintahkan DPR untuk merevisi UU 

Pemilu dalam waktu 2 tahun, dengan transisi untuk Pemilu 2029 (Della Nasution 

dkk., 2024). Pertimbangan tambahan mencakup dampak terhadap sistem 

multipartai sederhana di Indonesia. MK menilai bahwa threshold telah menciptakan 

kartelisasi partai besar, mengurangi kompetisi elektoral, dan meningkatkan golput 

karena kurangnya pilihan calon. Penghapusan threshold dianggap memperkuat 
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demokrasi prosedural tanpa mengorbankan efektivitas presidensial (Soeoed, 

2023). 

Putusan 62/PUU-XXII/2024 merefleksikan interpretasi konstitusi hidup 

(living constitution) yang adaptif terhadap dinamika politik kontemporer, di mana 

inklusivitas menjadi prioritas utama. Putusan ini membuka ruang bagi lebih banyak 

pasangan calon independen atau dari partai kecil, meskipun memerlukan 

penguatan regulasi koalisi untuk mencegah instabilitas (Putri, 2025). MK juga 

menekankan bahwa judicial activism dalam putusan ini dibenarkan oleh mandat 

Pasal 24C UUD 1945 untuk menjaga supremasi konstitusi. Meskipun ada kritik atas 

perubahan sikap MK dari putusan sebelumnya, hal ini sejalan dengan prinsip stare 

decisis yang fleksibel dalam konteks hukum tata negara (Prasetio dkk., 2020). 

Implikasi langsung putusan terhadap Pemilu mendatang adalah hilangnya 

keharusan threshold, memungkinkan setiap partai peserta pemilu mencalonkan 

presiden tanpa koalisi pra-pemilu. Hal ini berpotensi meningkatkan kompetisi, 

tetapi MK merekomendasikan DPR untuk mengadopsi threshold adaptif berbasis 

suara terkini agar proporsional (Setiawan, 2023). Putusan ini memperkaya doktrin 

hukum tata negara Indonesia dengan menegaskan bahwa open legal policy legislatif 

dibatasi oleh uji proporsionalitas MK, memastikan keseimbangan antara stabilitas 

sistem presidensial dan hak demokrasi warga negara. 

a. Analisis Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendekatan perundang-undangan atau statute approach dalam penelitian 

yuridis normatif ini mengkaji hierarki norma hukum terkait presidential 

threshold secara sistematis, mulai dari sumber tertinggi yaitu UUD 1945 hingga 

undang-undang pelaksana dan putusan pengujian konstitusionalitas oleh 

Mahkamah Konstitusi (Prasetio dkk., 2020). 

Pasal 6A ayat UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "Pasangan 

calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur 

dalam undang-undang." Ketentuan ini memberikan ruang open legal policy 

(kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur 

ambang batas pencalonan secara proporsional, tanpa batasan kaku dalam 

konstitusi (Fauzani & Rohman, 2019). 

Perbedaan mendasar antara nomination threshold (ambang batas 

pencalonan) dan victory threshold (ambang batas kemenangan) dijelaskan 

dalam Pasal 6A ayat UUD 1945, yang mensyaratkan lebih dari 50% suara 

nasional dengan minimal 20% di lebih dari setengah provinsi untuk 

kemenangan langsung. Nomination threshold tidak disebutkan secara eksplisit, 

sehingga menjadi domain legislatif (Soeoed, 2023). 
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Evolusi pengaturan presidential threshold dimulai sejak UU Nomor 23 

Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang pertama kali 

menerapkan threshold untuk pemilu langsung pasca-amandemen UUD 1945 

guna memperkuat sistem presidensial murni (Soeoed, 2023). Ketentuan 

tersebut disempurnakan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, kemudian diintegrasikan ke UU Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu Pasal 222, yang menetapkan threshold minimal 20% kursi 

DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu sebelumnya. 

Sebelum Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Pasal 222 tersebut telah 

dikonfirmasi konstitusional oleh MK dalam serangkaian putusan, seperti Nomor 

51-52-59/PUU-VI/2008, yang menyatakan threshold sebagai elaborasi Pasal 

6A ayat dan Pasal 22E ayat UUD 1945 sebagai open legal policy (Haruni, 2022). 

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan 108/PUU-XI/2013 memperkuat hal 

tersebut dengan menegaskan threshold mendukung pemilu serentak dan 

stabilitas presidensial, bukan pembatasan hak politik mutlak. 

Lebih lanjut, Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan 52/PUU-XX/2022 

menolak gugatan penghapusan threshold, dengan alasan kebijakan legislatif 

DPR selaras dengan desain konstitusi presidensial pasca-amandemen untuk 

mencegah fragmentasi multipartai (Cahyono dkk., 2023). Namun, Putusan MK 

Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara radikal menghapuskan ketentuan Pasal 222 

dengan pertimbangan ketidaksesuaian terhadap asas proporsionalitas (Pasal 

28D ayat UUD 1945) dan hak politik warga negara (Pasal 6 ayat dan Pasal 28D 

ayat), karena threshold membatasi partisipasi partai kecil dan memicu oligarki 

politik serta transaksionalisme. 

Analisis hierarki norma menunjukkan bahwa penghapusan ini selaras 

dengan interpretasi konstitusi dinamis, di mana UUD 1945 tidak mengikat 

threshold secara rigid, melainkan mendelegasikan ke UU dengan batas 

proporsionalitas. Potensi konflik timbul dengan tujuan stabilitas presidensial 

murni (Pasal 4A UUD 1945), di mana threshold sebelumnya dirancang untuk 

memastikan presiden memiliki basis legislatif luas guna menghindari gridlock 

eksekutif-legislatif.Pendekatan perundang-undangan mengonfirmasi 

fleksibilitas konstitusi, dengan Putusan 62/2024 sebagai preseden baru yang 

memprioritaskan inklusivitas atas stabilitas semata, meski memerlukan revisi 

UU Pemilu untuk adaptasi. 

b. Analisis Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual dalam penelitian yuridis normatif mengeksplorasi 

prinsip-prinsip dasar hukum tata negara terkait presidential threshold, seperti 

stabilitas presidensial, demokrasi proporsional, hak politik warga, dan 
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dinamika multipartai di Indonesia (Abadi & Arsil, 2022). Konsep sistem 

presidensial murni pasca-amandemen UUD 1945 menekankan pemisahan kuat 

eksekutif-legislatif dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, berbeda dari 

parlementer yang bergantung parlemen. Threshold pencalonan dirancang 

memperkuat efektivitas eksekutif dengan memastikan basis dukungan legislatif 

awal melalui koalisi partai besar (Andry dkk., 2024). 

Teori coalitional presidentialism relevan di negara presidensial multipartai 

seperti Indonesia, di mana presiden memerlukan koalisi legislatif luas untuk 

legislasi efektif, menghindari gridlock seperti di Brasil atau Amerika Latin 

lainnya (Haruni, 2022). Presidential threshold berfungsi sebagai nomination 

threshold untuk membatasi jumlah calon, mendorong multipartai sederhana 

(moderate multiparty system) dengan 4-5 partai dominan di DPR, sehingga 

presiden terpilih memiliki dukungan mayoritas parlemen (Istiqoh dkk., 2022). 

Tanpa threshold, risiko fragmentasi politik ekstrem muncul, di mana 

multipartai menghasilkan presiden minoritas tanpa basis DPR kuat, memicu 

immobilisme eksekutif-legislatif dan polarisasi ideologis, sebagaimana 

diperingatkan Mainwaring (Hamudy & Rifki, 2019). Penghapusan threshold 

oleh Putusan MK 62/PUU-XXII/2024 selaras dengan asas demokrasi substantif, 

memperluas inklusivitas elektoral, memungkinkan partai kecil berpartisipasi, 

dan mengurangi oligarki partai besar yang mendominasi pencalonan. 

Secara konseptual, threshold sebelumnya memicu politik transaksional 

pragmatis, di mana koalisi dibentuk bukan atas ideologi melainkan bagi 

kekuasaan, menurunkan kualitas demokrasi dan menciptakan rainbow 

coalitions rentan konflik (Wutoy dkk., 2022). Hak politik warga (Pasal 28D ayat 

UUD 1945) menjadi argumen kuat pro-penghapusan, karena threshold 

membatasi hak memilih calon idaman dan partisipasi politik setara, 

bertentangan asas proporsionalitas yang menimbang kepentingan publik secara 

adil (Hapsari & Saraswati, 2023). 

Kontra-penghapusan menekankan stabilitas sebagai inti 

presidensialisme, di mana presiden lemah legislatif berpotensi gagal jalankan 

program, seperti dalam multi-party presidentialism yang "inimical to stable 

democracy" (Istinah dkk., 2021). V-Dem Democracy Index 2024 mencerminkan 

oligarki akibat threshold (peringkat turun ke 87), namun penghapusan berisiko 

golput tinggi atau fragmentasi lebih lanjut jika tanpa adaptasi (Wadipalapa & 

Tyson, 2025). Sentimen publik menunjukkan ketidakpuasan terhadap threshold 

sebagai penghalang hak memilih, mendukung reformasi inklusif meski dengan 

mekanisme transisi untuk stabilitas. 

c. Analisis Pendekatan Kasus 
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Pendekatan kasus atau case approach dalam penelitian ini 

membandingkan evolusi judicial review Mahkamah Konstitusi terkait 

presidential threshold, menyoroti pergeseran paradigma dari penegasan 

konstitusionalitas menjadi penghapusan. Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-

VI/2008 menjadi preseden awal yang menyatakan presidential threshold 

sebagai elaborasi open legal policy Pasal 6A UUD 1945, mendukung stabilitas 

presidensial dengan membatasi fragmentasi partai (Nugroho dkk., 2022). 

Selanjutnya, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan 108/PUU-XI/2013 menolak 

gugatan serupa, menegaskan threshold selaras dengan pemilu serentak dan 

desain konstitusi pasca-amandemen untuk efektivitas eksekutif. 

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 memperkuat stance tersebut 

dengan mayoritas hakim menyatakan threshold tidak melanggar hak politik 

mutlak, melainkan kebijakan legislatif proporsional. Demikian pula Putusan 

52/PUU-XX/2022 menolak permohonan Fahira Idris dkk., mengonfirmasi Pasal 

222 UU Pemilu konstitusional sebagai pencegah multipartai ekstrem (Cahyono 

dkk., 2023). 

Pergeseran krusial terjadi pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, 

yang mengadopsi dissenting opinion hakim sebelumnya untuk prioritas asas 

proporsionalitas dan hak politik, menghapus threshold karena memicu oligarki. 

Kasus komparatif seperti Putusan 60/PUU-XXII/2024 menghapus threshold 

pilkada serupa, memperkuat tren MK mendukung inklusivitas elektoral atas 

stabilitas semata. Implikasi Putusan 62/2024 menciptakan preseden baru 

bahwa nomination threshold bukan mandat konstitusi rigid, boleh dihapus jika 

menghambat asas jujur-adil pemilu dan partisipasi politik. Efek domino terlihat 

pada perselisihan hasil Pemilu 2024, di mana analisis asas legalitas substansial 

menyoroti potensi konflik eksekutif-legislatif tanpa basis DPR kuat. 

2. Konsistensi Putusan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelumnya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai 

penghapusan presidential threshold menunjukkan adanya pergeseran paradigma 

dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya yang cenderung 

mempertahankan ketentuan tersebut sebagai open legal policy. Secara historis, MK 

dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa ambang batas 

pencalonan presiden merupakan elaborasi Pasal 6A ayat dan Pasal 22E ayat UUD 

1945, yang memberikan ruang bagi legislator untuk mengatur persyaratan 

proporsional demi stabilitas sistem presidensial (Prasetio dkk., 2020). 

Putusan tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 

dan 108/PUU-XI/2013, di mana MK menolak gugatan penghapusan threshold 

dengan alasan kebijakan tersebut mendukung pemilu serentak dan mencegah 
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fragmentasi multipartai, sehingga selaras dengan desain konstitusi pasca-

amandemen (Wijaya dkk., 2020).  Lebih lanjut, Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 

memperkuat konsistensi tersebut dengan menegaskan bahwa presidential 

threshold bukan pembatasan hak politik mutlak, melainkan instrumen untuk 

memastikan presiden memiliki basis dukungan legislatif yang kuat, menghindari 

gridlock eksekutif-legislatif (Setiawan, 2023).  

Puncaknya, Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh DPD RI dan 

Partai Bulan Bintang masih mempertahankan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, 

dengan MK menyatakan tidak ada alasan kuat untuk membatalkan preseden 

sebelumnya karena threshold dianggap relevan bagi efektivitas presidensial 

(Haruni, 2022). Namun, Putusan 62/PUU-XXII/2024 menandai perubahan 

signifikan dengan menerapkan tes proporsionalitas yang lebih ketat, di mana MK 

menilai threshold 20-25% tidak lagi sesuai berdasarkan data Pemilu 2019 dan 2024 

yang menunjukkan dominasi kartel partai besar, oligarki politik, dan koalisi 

transaksional (Cahyono dkk., 2023). 

Ratio decidendi utama putusan terbaru ini adalah ketidaksesuaian threshold 

dengan Pasal 6A UUD 1945 dan hak politik warga negara (Pasal 27 ayat, 28D ayat), 

karena membatasi partisipasi partai kecil secara diskriminatif, berbeda dengan 

pendekatan sebelumnya yang lebih menekankan stabilitas (Nasution dkk., 2024). 

Pergeseran ini dapat dijelaskan melalui pendekatan konstitusi hidup (living 

constitution), di mana MK adaptif terhadap dinamika politik kontemporer seperti 

penurunan indeks demokrasi dan kurangnya kompetisi elektoral, meskipun 

menimbulkan kritik atas inkonsistensi dengan stare decisis (Prasetio dkk., 2020). 

Meski demikian, konsistensi inti tetap terjaga dalam pengakuan open legal 

policy Pasal 6A, tetapi dibatasi oleh uji proporsionalitas MK, sehingga Putusan 

62/2024 memperkaya jurisprudence hukum tata negara Indonesia dengan 

keseimbangan antara inklusivitas demokrasi dan efektivitas presidensial. 

3. Implikasi Putusan Sistem Presidensial di Indonesia terhadap 

Penyelenggaraan Pemilu 

Penghapusan presidential threshold melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-

XXII/2024 membuka peluang partisipasi lebih luas bagi partai politik kecil dalam 

pencalonan presiden, yang berpotensi mengubah dinamika sistem kepartaian di 

Indonesia dari dominasi dua koalisi besar menjadi sistem multipartai yang lebih 

inklusif (Cahyono dkk., 2023). Namun, hal ini juga menimbulkan risiko fragmentasi 

politik ekstrem, di mana koalisi pra-pemilu yang pragmatis dan transaksional 

sebelumnya digantikan oleh potensi koalisi pasca-pemilu yang lebih cair, 

sebagaimana dissenting opinion menyoroti pelemahan eksekutif (Soeoed, 2023). 
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Dalam sistem presidensial murni pasca-amandemen UUD 1945, threshold 

sebelumnya dirancang untuk memastikan presiden memiliki basis dukungan 

legislatif minimal 20-25%, mencegah gridlock eksekutif-legislatif (Prasetio dkk., 

2020). Penghapusan ini memprioritaskan kedaulatan rakyat dan hak politik warga 

negara, tetapi dapat mengurangi efektivitas presidensial karena presiden terpilih 

mungkin tidak memiliki mayoritas DPR awal, mirip praktik di Brasil dan Meksiko 

yang mengandalkan koalisi legislatif pasca-pemilu (Kusnadi, 2020). 

Implikasi utama terhadap stabilitas pemerintahan adalah pergeseran dari 

koalisi pra-pemilu berbasis threshold ke koalisi ad hoc pasca-pemilu, yang 

berpotensi meningkatkan negosiasi politik tetapi juga instabilitas jika fragmentasi 

partai mencapai ekstrem (Abadi & Arsil, 2022). MK menjamin stabilitas melalui 

regulasi koalisi adaptif berbasis suara terkini, memperkaya konsep konstitusi hidup 

yang adaptif terhadap dinamika seperti penurunan indeks demokrasi V-Dem 2024 

(Nasution dkk., 2024). Relevansi putusan ini terhadap penguatan sistem 

presidensial justru berupa pelemahan sementara, karena menghilangkan instrumen 

pra-seleksi calon yang mendukung presiden kuat, meskipun secara keseluruhan 

memperkuat inklusivitas demokrasi konstitusional (Soeoed, 2023).  

Pada penyelenggaraan Pemilu 2029, putusan ini memperluas kesempatan 

pencalonan pasangan presiden-wakil presiden dari partai kecil, meningkatkan 

kompetisi politik yang adil dan terbuka dengan mengurangi oligarki partai besar 

(Putri, 2025). Dampak positif termasuk peningkatan representasi aspirasi daerah 

dan penurunan transaksionalisme antarpartai, sejalan dengan asas pemilu langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Pasal 22E UUD 1945 (Andry dkk., 2024). 

Konsekuensi yuridis bagi pembentuk undang-undang pemilu adalah 

kewajiban revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam 2 tahun, termasuk regulasi baru 

nomination threshold alternatif untuk keseimbangan (Fauzani & Rohman, 2019). 

Tantangan implementasi mencakup potensi banjir calon yang membebani KPU, 

kebutuhan mekanisme pengimbang fragmentasi seperti victory threshold yang 

dipertahankan, dan adaptasi regulasi koalisi untuk menjaga stabilitas presidensial. 

4. Penilaian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mencerminkan bentuk judicial 

activism yang signifikan, di mana MK secara radikal membatalkan presidential 

threshold setelah bertahun-tahun mempertahankannya dalam putusan sebelumnya 

seperti Nomor 52/PUU-XX/2022 dan 53/PUU-XV/2017 (Soeoed, 2023). Pergeseran 

ini menimbulkan kritik atas inkonsistensi doktrinal, karena MK sebelumnya 

menekankan stabilitas presidensial sebagai open legal policy Pasal 6A UUD 1945, 

sementara putusan terbaru lebih memprioritaskan hak politik warga negara dengan 

tes proporsionalitas yang ketat (Haruni, 2022). Meskipun adaptif terhadap 
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dinamika politik seperti dominasi oligarki dan transaksionalisme dari Pemilu 2019-

2024, pendekatan ini berpotensi melemahkan prinsip stare decisis dalam 

jurisprudence tata negara Indonesia. 

Salah satu kekuatan utama putusan ini adalah pengakuan terhadap 

ketidakadilan threshold 20-25% yang membatasi partisipasi partai kecil, 

sebagaimana dibuktikan oleh fakta empiris kartel partai besar yang menghasilkan 

hanya dua paslon pada Pemilu 2024, melanggar asas pemilu jujur dan adil (Hapsari 

& Saraswati, 2023). MK berhasil menerapkan uji proporsionalitas untuk melindungi 

kedaulatan rakyat, selaras dengan Pasal 22E UUD 1945, dan membuka ruang 

inklusivitas demokrasi yang lebih luas (Della Nasution dkk., 2024). Hal ini 

memperkaya konsep konstitusi hidup dengan menanggapi penurunan indeks 

demokrasi V-Dem 2024. 

Namun, kelemahan mendasar terletak pada pengabaian risiko fragmentasi 

politik ekstrem pasca-penghapusan threshold, yang dapat menghasilkan presiden 

minoritas tanpa basis legislatif kuat, mirip kasus gridlock di Brasil (Abadi & Arsil, 

2022). Dissenting opinion menyoroti pelemahan eksekutif dalam sistem presidensial 

murni pasca-amandemen, di mana koalisi pra-pemilu digantikan oleh negosiasi 

pasca-pemilu yang cair dan instabil (Pratama & Riwanto, t.t.). Kritik ini diperkuat 

oleh analisis bahwa MK terlalu intervensif dalam kebijakan legislatif, melampaui 

batas judicial restraint (Gustiawan dkk., 2023). 

Dari perspektif keseimbangan hak konstitusional dan stabilitas sistem politik, 

putusan ini berhasil mematahkan oligarki partai besar tetapi mengorbankan 

efektivitas presidensial yang selama ini dijamin threshold (Cahyono dkk., 2023). 

Meski selaras dengan hak politik, pendekatan ini rentan menimbulkan banjir calon 

yang membebani KPU dan meningkatkan transaksionalisme baru (Hapsari & 

Saraswati, 2023). MK seharusnya menyertakan mekanisme pengimbang seperti 

victory threshold yang lebih adaptif untuk menjaga stabilitas. 

Relevansi putusan bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia terlihat 

dalam evolusi dari pendekatan statis ke dinamis, di mana open legal policy Pasal 6A 

dibatasi proporsionalitas untuk menghindari diskriminasi (Fauzani & Rohman, 

2019). Namun, inkonsistensi dengan preseden sebelumnya seperti 14/PUU-XI/2013 

menimbulkan ketidakpastian hukum, memerlukan revisi UU Pemilu dalam 2 tahun 

untuk mengisi vakum regulasi (Prasetio dkk., 2020). Ini menjadi pelajaran bagi MK 

dalam menyeimbangkan inklusivitas dan efektivitas. Putusan 62/2024 memperkaya 

jurisprudence dengan preseden progresif, tetapi kritik utama adalah potensi 

destabilisasi presidensial tanpa jaminan legislatif lanjutan. Putusan ini menegaskan 

peran MK sebagai penjaga demokrasi konstitusional, meski memerlukan 
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pengawasan implementasi untuk mencegah fragmentasi ekstrem dan memperkuat 

koalisi adaptif. 

 

D. Simpulan   

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 

yang menghapus presidential threshold konstitusional karena sejalan dengan 

fleksibilitas open legal policy dalam Pasal 6A UUD 1945, memperkuat asas 

demokrasi substantif melalui peningkatan inklusivitas elektoral, partisipasi partai 

kecil, dan pengurangan oligarki partai besar serta politik transaksional pragmatis, 

meskipun berisiko fragmentasi politik ekstrem dan immobilisme eksekutif-legislatif 

seperti diperingatkan dalam multiparty presidentialism, evolusi pendekatan kasus 

MK dari preseden awal seperti Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008, 14/PUU-XI/2013, 

53/PUU-XV/2017, hingga pergeseran krusial di 62/2024 yang mengadopsi 

dissenting opinion untuk prioritas hak politik dan proporsionalitas, didukung kasus 

komparatif 60/PUU-XXII/2024. Untuk menciptakan preseden presidensialisme 

fleksibel; oleh karena itu, direkomendasikan penerapan threshold adaptif pasca-

pemilu serentak untuk menyeimbangkan inklusivitas dengan stabilitas multipartai 

sederhana. 
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